
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54 
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negarr 
Nomor 3091), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentanp 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telap 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dah 
Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undan~ 
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentuka 
Daerah-Daerah Ka bu paten Dalam Lingkunga 
Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); I 

1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 aya 
(3) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 
Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan, di pan dang perlu 
menetapkan Per atur an Bupati mengenai Tata Cara 
Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI PURWAKARTA, 

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI 
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

TENT ANG 

NOMOR 57 TAHUN 2017 

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA 

BUPATI PURWAKARTA 
PROVINS! JAWA BARAT 

·- ... 

Mengingat 

Menimbang 



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4878); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 560 l); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 
Pengactilan Pajak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 

Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3987); 



Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten 

Purwakarta. 
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta. 
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta. 
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Purwakarta. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA 
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

Menetapkan 

MEMUTUSY..AN : 

16 Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 
Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita 
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 
148); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 
Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran 
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 
Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Purwakarta Tahun 2016 Nomor l); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor B 
Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan (Lembaga Daerah Kabupaten 
Purwakarta Tahun 2013 Nomor 3); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)• 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 



- _..__ - 

(1) Hak untuk penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka 
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali 
apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan 
Daerah. 

BAB ·11 
KADALUWARSA 

Pasal 2 

6. Bidang Pendapatan II adalah unit kerja pada Badan Pendapatan Daerah 
yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang 
pengelola PBB dan BPHTB. 

7. Kepala Bidang Pendapatan II adalah Kepala Bi dang Pend a pa tan II pada 
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta. I 

8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajip 
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 
mendapatkan im balan secara langsung dan digunakan un tuk 
keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya 
disingkat PBB adalah pajak atas bumi dan/ a tau bangunan yang dimili~i, 
dikuasai dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi a tau badan kecuali 
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan 
dan pertambangan. I 

10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata 
mempunyai suatu hak atas bumi dan/ atau memperoleh manfaat 
atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh 
manfaat atas bangunan. 

11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan, yang selanju tnya disingkat SPPT PBB, 
adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang 
kepada Wajib Pajak. 

12. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan, yang selanjutnya disingkat STPD PBB, adalah surat yang 
melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administratif berupa 
bunga dan atau denda. 

13. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang 
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hi tung, dan/ atau 
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 
perundang- undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Keputusan 
Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 

14. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatr-11 
terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan. 



(1) Bupati dapat menghapu.s piutang pajak dikarenakan tidak bisa 
tertagih dan/atau sudah kadaluwarsa. 

(2) Penghapusan Piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala 
Bapenda. 

(3) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) paling sedikit memuat: 
a. Nama dan alamat wajib pajak; 
b. Jumlah piutang pajak; 
c. Tahun pajak; 
d. Alasan penghapusan piutang pajak. 

(4) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah: 
a. SPPT; 
b. SKPD; 
c. STPD; 
d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan 

Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus 
dibayar bertambah. 

(5) Piutang Pajak wajib pajak orang pribadi yang menurut data 
tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan tidak dapat atau tidak 
mungkin ditagih lagi d.isebabkan karena: 
a. Wajib pajak dan/ atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan 

atau meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan dan 
tidak mempunyai ahli waris tidak dapat ditemukan; 

b. Wajib pajak dan/ atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta 
kekayaan lagi; 

c. hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa; atau 

BAB III 
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK 

Pasal 3 

(2) Kadaluwarsa penagihan p ajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tertangguh apabila : 
a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau 
b. Ada Pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung 

maupun tidak langsung 
(3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa 
penagihan dihitung sejak tanggal penyarnparan Surat Paksa 
terse but. 

(4) Pengakuan utang Pajak secaralangsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya 
menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya. 

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pa1a 
ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonap 
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan 
oleh Wajib Pajak. 



(1) Bapenda menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak 
berdasarkan uraian penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 
5. 

(2) Kepala Bapenda menyampaikan daftar usulan penghapu san 
piutang pajak yang telah diteliti kepada Bupati. 

Pasal 6 

Piutang pajak dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat diusulkan untuk 
dihapus setelah adanya uraian penelitian sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 4. 

Pasal 5 

(1) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang 
tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 2, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian 
administrasi oleh Bapenda yang hasilnya dibuat uraian penelitian. 

(2) Penelitian setempat dan/ atau penelitian administrasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim peneliti yang 
keanggotaannya ditetapkan dengan keputusan Bupati. 

(3) Uraian penelitian sebagaimana climaksud pada ayat (1) harus 
menggambarkan keadaan wajib pajak dan piutang pajak yang 
bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang 
pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus. 

Pasal 4 

d. wajib pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain; seperti wajib 
pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen 
sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat 
ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan 
seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya. 

(6) Piutang Pajak Wajib Pajak Sadan yang menurut data tunggakan 
pajak bumi dan bangunan yang tidak dapat atau tidak mungkin 
ditagih lagi disebabkan karena: 
a. bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, 

pemegang saharn, pernilik modal atau pihak lain yang dibebani 
untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau curator 
tidak dapat ditemukan; 

b. wajib Pajak dan/ atau penanggung pajak tidak memiliki harta 
kekayaan lagi; 

c. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan 
penyampaian salinan surat paksa kepada pengurus, direksi, 
likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik 
secara langsung maupun dengan menempelkan pada apapun 
pengumuman atau media massa; 

d. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluwarsa; atau 
e. Sebab lain sesuai hasil penelitian. 



~ s· Drs. H. PA IL KARSOMA, M. 1 
BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 57 

SEKRETA IS DAERAH 
KABUPAT PURWAKARTA 

Diundangkan di Purwakarta 
Pada tangg 1 12 Januari 2017 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2017. Agar 
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Purwakarta. 

Pasal 8 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Standar Operasional Prosedur Penghapusan Piutang Pajak Bumi dah 
Bangunan tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 

Pasal 7 



F. Prosedur kerja: 
1. Kepala Bapenda menugaskan Kepala Bidang Penagihan untuk 

membuat usulan penghapusan piutang yang sudah kadaluwarsa. 
2. Kepala Bidang Penagihan Bersama Tim peneliti penghapusan 

melakukan penelitian setempat dan/ atau administratif. 
3. Berdasarkan uraian hasil Tim peneliti Penghapusan Kepala Bidang 
4. Kepala Bidang Penagihan menugaskan Kepala Sub Bid 

Pengendalian dan Keberatan untuk menyiapkan konsep 
Keputusan daftar usulan piutang yang sudah kadaluwarsa dan 
tidak dapat tertagih. 

5. Kepala Bidang Penagihan meneliti daftar usulan penghapusan 
piutang dan konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang serta 
mengajukan kepada Kepala Bapenda. 

E. Dokumen yang dihasilkan: 
1. Konsep Surat Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang 

PBB dan Lampirannya. 

D. Dokumen/formulir yang digunakan: 
1. Surat pengantar usulan penghapusan piutang PBB 
2. Formulir penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan 

Daftar rekapitulasi piutang pajak yang dihapuskan 
Daftar usulan penghapusan piutang pajak tidak berlogo dalam 
rangkap (1) 
Daftar usulan penghapusan piutang pajak berlogo rangkap (2) 

C. Pihak Ter kai t 
1. Bupati 
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah 
3. Kepala Bidang Penagihan 
4. Kepala Sub Bid Pengendalian dan Keberatan 
5. Pelaksana 
6. Wajib pajak 

B. Dasar Hukum 
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. I 
2. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2013 

tentang Pajak Bumi dan Bangurian Perdesaan dan Perkotaan. 

A. Deskripsi 
Prosedur ini menguraikan tata cara permohonan penghapusr.n 
piutang Pajak Bumi dan Bangunan, Bapenda dapat mengajukf-n 
permohonan penghapusan piutang atas tunggakan PBB yang su dah 
kadaluwarsa dan atau oleh sebab lain. 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PERMOHONAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA 
57 TAHUN 2017 
12 JANUARI 2017 
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN 
BANGUNANPERDESAANDANPERKOTAAN 

LAMPIRAN I 
NOMOR 
TANGGAL 
TENT ANG 



Jangka Waktu Penyelesaian: 
Sampai dengan pengajuan daftar usulan penghapusan piutang d~ 
konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang: Paling Lama 90 
(Sembilan Puluh) hari Kerja 

penghapusah 
Piutang dan 

6. Kepala Bapenda meneliti daftar usulan penghapusan piutang dan 
konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang serta meneruskan 
ke Bupati. 

7. Bupati menyetujui dan menandatangani daftar 
piutang dan surat Kepu tusan Penghapusan 
mengembalikan ke Bapenda. 

8. Pelaksana Bidang Perid apatari II menatausahakan dan 
memutakhirkan data. 

9. Proses selesai. 



( 
Selesai [ 

' 

I Diteliti dan 
'-------• diusulkan 

Diteliti 
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Menyetujui dan 
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Menatausahakan dan 
rnemutakhirkan data 
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Bapenda 

Kepala Bidang 
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G. Bagan Arus (Flow Chart) 


